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ABSTRAK

Hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan
oleh manusia. Mengingat bahwa jumlah penduduk bertambah banyak setiap
tahunnya maka kebutuhan akan hunian juga akan meningkat. Namun hal ini tidak
diimbangi dengan ketersediaan lahan di perkotaan. Perkembangan pembangunan
hunian dengan lahan yang terbatas salah satunya yakni rumah susun. Dalam
kepemilikan rumah susun diperlukan rencana yang kompleksitas yang dijembatani
dengan perjanjian pendahuluan yakni perjanjian pengikatan jual beli. Namun
dalam kenyataannnya, perjanjian tersebut banyak didominasi pengembang
sehingga perlindungan konsumen terhadap konsumen tidak  diperhatikan. Seperti
konsumen telah mendapatkan serah terima satuan rumah susun kemudian saat
proses pembangunan pengembang dinyatakan pailit. Sehingga kedudukan
konsumen yang telah melakukan perjanjian merasa dirugikan akibat pailitnya
pengembang. Namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XII/2015 mengisyaratkan bahwa demi melindungi rumah susun
konsumen putusan tersebut mendukung penyerahan yuridis pertama kali terhadap
pemilik/ konsumen satuan rumah susun berhak atas perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan hal ini
juga didukung oleh Permen PUPR tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli
rumah susun yang menekan penyimpangan sistematika perjanjian. Pengembang
yang diputus pailit berdasarkan UU KPKPU, maka seluruh harta kekayaan yang
ada maupun yang akan ada dikemudian hari diambil alih oleh kurator. Kedudukan
konsumen yang telah menyelesaikan PPJB baik secara lunas maupun belum dapat
mengajukan kerugiannya  terhadap kurator. Kurator akan menindak lanjutinya
dengan secara cermat dan teliti  untuk mendapatkan pemenuhan haknya sebagai
kreditor dengan kategori secara preferen, separatis, maupun konkuren. Apabila
konsumen merasa dirugikan oleh kebijakan kurator ketika menyusun daftar harta
pailit dapat melakukan upaya hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Upaya Hukum Konsumen, Kepastian Kelanjutan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli, Kepailitan Pengembang
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ABSTRACT

Housing is one of the basic needs that are very essential to human life.
Considering that the population is increasing every year, the need of public
housing is also growing. However, the status quo is not supported by the land
availability we have in the urban area. The development of the housing system
that uses the available and yet limited land like flats is existing to solve the land
crisis of housing. In the process of owning a flat, one should go through a
complex preliminary agreement called sales and purchase agreement.
Nevertheless, in reality, the agreement is dominated by the developers and it most
likely to ignore the consumer protection. For example, an apartment has been
handover to an individual but then during the process of building it, the developer
was called for a bankruptcy. Therefore, the consumer protection is violated by the
bankruptcy of the developer. Though, after the issuance of the Constitutional
Court Decision Number 85/PUU-XII/2015 that indicates in order to protect the
consumer of flats, the decision supports the legal handover to the future owner of
each flat to get the protection and legal assurance to protect all assets under their
ownership, and the decision is also supported by Ministerial Regulation under the
Ministry of Public of Works and Housing about the preliminary sales and
purchase agreement that emphasize the violation of agreement system. Developers
that are called for bankruptcy based on the Regulation under the Ministry of
Public of Works and Housing will transfer their current and future assets to the
curator. Consumers who have done their binding sales and purchase agreement to
the curator. Curator then will process the report carefully to get their rights as
creditor within the category of preference, separatist, or concurrent. If the
consumers think that there is violation of their right by the curator during the
listing of assets, they can take the legal step either on litigation or non-litigation.

Keywords: Consumer legal step, Continuation of Sales and Purchase Agreement
Assurance, Developer Bankruptcy
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